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KAHUPATEN KEPULAUAN MERANT|
KOMOR 04 Tahin 2020
TENTANC

PERPANJARGAN [ZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
SEHABUPATIEN KEPLILALIAN MERANT

DENGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA £54

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KARUPATEN KEPULAUAN MERANT! PROVINSI RIALY,

Menimbang  :© a. bahws dalam rungks pelalosnuan Ketentuan Pusal 8 ayat (2]
Feratuyran Menteri Agama  Nomor B0 Tahupn 2013 tentang
Penyelengeiraan  Pendidikan Modrasah, perio memberiksn i2in
operasional terhadap Modmsah Swasis & bngkungan Hontor
Kementerinn  Agama Kabupaten  Kepualavan Merantl  Provinsi
Rim;

k. bohwa dalam rengkn meninghatkan nloes pendidikan madresah
yung bermuoty, perlu  memberikan kKesempatan  mosyarakat
melahii organisasi herbedan hukitm  wnbuk menyelenggaralan
madranah sesuaf dengnn standar nasional peradidibonn;

€. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ind
lelah mémenuhl porsvarnisn administratl, teknis, dan kelsyvakan
yang inlah ditetapknn:

d, bahwn berdasarkar pertimbangan sebagaimany dimaksucd ol
beiruf &, b dan oo di atas, poriu menetapkan Keputusin Kepals
Kantor Kemeniorian Hemenlerian Agama  Kabupaten HKepsiten
hepuliusn  Merant lentang  Perpanjangsn  lzin | Opernsional
Pendirian  Madragah Tsanawiyah  Selmbupaten Repulauan
Merant

Mengngm - Undang- Undang Nomar 20 Tabun A0 tenng Sistem Pendidiian
Masional {Lembaran Nepars  Repihlile Indonesia  Tahuan 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negira Republik  Indonesis
Nomor 4301 )

2. Undung-Unidang Nomar 14 Tahun 2005 tentang Gury das Dumern
(Lembaran Negara Republik Tndorussin Tahim 2005 Nomor 157,
Tarnbahan Lembvran Negarn Republik Indonesty Nomor 4684);

3, Peraturan Pomerintah Nomer 19 Tahun 2005 fentang Standar
Nasbonal Perdidilean (bembaran Negasra Republik lndonesiy Tuhin
4005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negnen Republik Indunesin
Nomor 4496) sebagaimans tlah diubah  dengan Peratirmn
Pemerintah Nomor 32 Tuhun 2013 tentang Perubahan ot
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 weatang Standar
Nastonal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indnnesin Tahun
2013 Nomor 71, Tambakan Lembaran Negara Republik Indonesiy

Namor 54.10); T

4, qut_un,_g;h-
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| [Lembaran Negars Republikc Indonesin Tahun 2008
Momor 91, Tambahan Lembaran Negars Hepublik  Indonesis

v L mierintah. Newmor 74 Tahun 2008 tentang  Gura
lmwm m Kepiblik [ndoneeis Tubiun 2008 Nomor a4,
Tumibiban Lesmibaran Negarn Republik tndonesin Nomar 4941
7. Periturnn Pemerintah Nomor 17 Tahiis 2010 tentang Pangelolsan
dan  Penyelonggarson Pepdidikon, (Lembaran Negnrn Republik
Indenesin Talin 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran MNepura
Republik Indonesis Nomor: 5160) sebageimann telah  dibsh
dengan Peraturnn Pemerintah Nomor 66 Tahun A0 tentang
Prrubtinhan Atan Perntursn Pemerinteh Nomor 17 Tabun 2010
tembang Pengelolaan dan Penyelenggarann Pondidikan (Lombaran
Negara Repuiblike Indonesin Tahun 2000 Nomor (112, Tambahsn

Lembaran Megara Republik Indonesin Namor 5157):

8. Pematuran Menteri Pendidikan Masbona! Nomer 24 Tahun 2007
Stundar Sarana dun Prasarana Untik Sekoloh Do/ Mudrosih
Ibtidaivah, Sekolah Menengah Pertames / Madrasah  Taanawiyah,
din Bekolah Menengah Atas/Madrmsih Alivak;

9. Feraturan Mentert Pendidikan Nasforial Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Prelayarman Marvirmal Pendidilan di
Kabupaten/ Kota sehagnimana el diubah menjadh Peraturan
Menient Pendidikan dun Kebudayaan Nemor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan stas Peraturan Menter Pendidikoan Namiomal
Nomer 1S ‘Tahun 2000 tentang Standar  Pelayanan  Minimal
Pendidikan di Kebupaten / Kota:

10, Persituran Menterl Agama Namor 2 Tahun 2012 tentnng Penguwns
Madrosah dan Pengawns Pendidikan Agama Inlam pada Sekolah
{Bevita Negard Republik Indonesia Tahun 2013 Nemior  20i)
sehagiiming telah divbub dengan Peraturan Menterd fagarmn
Womar 31 Tahun 2013 tentung Perubilomn Alns Beratiran Menter
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasal din
Penguwas Pendidilan Agama Islam padi Sekolah [Beritn Megnrs
Republik Indonesia Tahim 2013 Namar By

11, Peraturan Menteri Aguma Nomor |3 Tahun 2012 tentang
Crgparsingal din Tata Kerjo Instansi Vertikal Kementerian Agana
\[Berita Negarn Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer K514

12, Peraturnn  Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 lantang
Penyelenggaran Pendidilan Madrasah (Borits Negarn Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342) sebagaimana teluh divbak
dengan Peraturin Menteri Agama Nomor 60 Takun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelengguraan Pendidikan Madrasah {(Beritu Negarn
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KANUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
TENTANG PERPANJANGAN I1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH SEKABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI.

Memberikan perpanjungan izin operasional pendirian madrasah
kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sckolah /madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepulauan Meranti
Pada tanggal, 07 Juli 2020
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